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Abstract: This study uses quantitative approach in which focus on explanatory survey method.
The population is chiefs of Sulawesi Utara Province and UPTD, they are top manager,
middle manager, and top manager as persons who have responsibility and finance manager.
The sample is taken using multistage sampling. Based on the consideration, therefore the
sample includes 273 chiefs, in which the sample is taken from random sampling. The data
collection is using questionnaire and using Likert model scale. The analysis technique that
is used in order to analyze the relationship between each factor is the analysis of statistic
inferential, in which focus on the econometric equation model with multiple regression. The
result of the study shows that: 1) Finance information system has directly influence but does
not have significance toward region finance performance. (2) The participation in making a
budget plan has directly influence and significant toward region finance performance. There-
fore, the participation in making a budget plan gives a directly significant role towards
region finance performance on SKPD at Sulawesi Utara Province. (3) Apparatus’s attitude
and behavior has negative influence on region finance performance, even though it does not
have significance towards region finance performance. The conclusion is that finance infor-
mation system in region does not give directly and strongly role towards region finance
performance on SKPD at Sulawesi Utara Province.

Keywords: financial information system, budget participation, attitudes and behavior appa-
ratus, regional financial performance

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada metode
survei eksplanatori. Populasi penelitian adalah pimpinan Pemprov Sulut dan UPTD, yakni top
manager, middle manager, dan lower manager sebagai penanggung jawab dan pengelola
keuangan. Penetuan sampel dilakukan dengan menggunakan multistage sampling. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka unit sampel yang didapat sebanyak 273 orang
pimpinan, yang penentuan respondennya dilakukan secara random. Data dijaring dengan
menggunakan angket, dengan menggunakan skala sikap model Likert. Teknik analisis utama
yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar faktor dalam penelitian ini adalah analisis
statistik inferensia, yang berorientasi model persamaan ekonometrik yang berbasis regresi
berganda (multiple regression). Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: (1) sistem informasi
keuangan daerah berpengaruh langsung namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
daerah. Oleh karena itu sikap dan perilaku aparat tidak kuat memberi peran langsung terhadap
kinerja keuangan daerah pada SKPD di Provinsi Sulawesi Utara. (2) partisipasi penyusunan
anggaran berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan
demikian partisipasi anggaran sangat kuat memberi peran langsung terhadap kinerja keuangan
daerah pada SKPD di Provinsi Sulawesi Utara. (3) sikap dan perilaku aparat terhadap kinerja
pengaruh negatif walaupun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian
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ini menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah tidak kuat memberi peran langsung terhadap kinerja keuangan

daerah pada SKPD di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci: sistem informasi keuangan, partisipasi anggaran, sikap dan perilaku aparat, kinerja keuangan daerah

Mengantisipasi adanya perubahan yang sangat
kompleks setelah pemberlakukan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pusat dan
Daerah, dalam upaya terciptanya kinerja aparat
pemerintah terhadap keuangan daerah, diperlukan
kecermatan untuk mengetahui faktor-faktor
penentunya.

Dalam rangka memantapkan otonomi daerah
dan desentralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya
sudah mulai memikirkan investasi untuk pengem-
bangan sistem informasi akuntansi yang diterapkan
sekarang ini. Sistem yang dimaksud jika dikaitkan
dengan kondisi sekarang ini adalah sistem akuntansi
keuangan publik/pemerintah. Dengan demikian faktor
yang ikut menentukan kinerja keuangan daerah adalah
peran akuntansi keuangan publik sebagai faktor
kontekstual atau situasional. Menurut Halim (2007:
112) peran informasi akuntansi sangat penting untuk
menyediakan informasi kuantitatif terutama yang
bersifat keuangan tentang entitas ekonomi sebagai
input yang dipertimbangkan dalam mengambil
keputusan ekonomi yang rasional bagi pihak-pihak
yang membutuhkan, terutama bagi pihak satuan kerja
pemerintahan dalam menentukan ukuran kinerja yang
rasional dan terukur. Untuk itu pemerintah telah me-
ngeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
sebagai peraturan yang berisi prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah. SAP inilah yang me-
nentukan pengelolaan keuangan yang dapat dijadikan
dasar penentuan kinerja keuangan daerah. Atas dasar
itu kinerja keuangan daerah ditentukan oleh faktor
sistem akuntansi keuangan publik/pemerintah. Artinya
jika penerapan sistem akuntansi publik yang benar,
maka kinerja keuangan akan terlaksana secara efisien
dan efektif.

Sebelumnya telah diteliti faktor-faktor yang ikut
menentukan kinerja sektor publik secara parsial,

seperti yang dilakukan Mahmudi (2007:21-22). Hasil
penelitiannya menyatakan bahwa pada sistem
penilaian tradisional kinerja keuangan publik, hanya
dikaitkan dengan faktor personal, namun dalam
kenyataannya, kinerja sering dikaitkan dengan
faktor-faktor lain di luar faktor personal sebagai
penentu, seperti sistem, situasi, kepemimpinan atau
tim.

Campbell (1990) meneliti penentu kinerja bukan
dilihat dari faktor individu, akan tetapi mengkaji dari
faktor lainnya. Penelitiannya mengungkap hubungan
fungsional antara kinerja dengan atribut kinerja yang
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor knowledge,
skill, motivasi, dan peran. Atas dasar, Kinerja
keuangan sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh
satu faktor tapi dipengaruhi oleh banyak faktor, yakni
faktor individu, komitmen, pengelolaan/manajerial,
sistem dan tim kerja. Faktor lainnya adalah
sebagaimana yang dihasilkan oleh Maryanti (2002)
dalam penelitiannya yang merupakan pengembangan
dari penelitian Kenis (1979). Hasil penelitiannya
menyoroti karakteristik tujuan anggaran terhadap
perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah.
Hasil penelitian keduanya menyatakan bahwa kinerja
pemerintahan daerah khusus dalam soal pengelolaan
keuangan daerah, ditentukan oleh unsur-unsur seperti
karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku dan
sikap yang selanjutnya mempengaruhi Kinerja.
Perbedaan penelitian keduanya terletak pada sasaran
populasinya, di mana Kenis meneliti keuangan privat,
sedangkan Maryanti sasarannya pada keuangan
publik/daerah. Walaupun demikian keduanya cende-
rung menyimpulkan hasil yang sama bahwa kinerja
ditentukan oleh tujuan anggaran yang ditetapkan
sebelumnya, namun tujuan anggaran tidak ber-
pengaruh langsung, namun tujuan anggaran mempe-
ngaruhi sikap dan prilaku yang selanjutnya menentu-
kan kinerja.

Sementara itu Schiff dan Lewin (1970), mene-
kankan ada faktor lain yang ikut mengendalikan
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kinerja organisasi sektor publik, yakni anggaran dan
partisipasi penyusunannya. Hasil penelitiannya me-
ngemukakan bahwa anggaran yang telah disusun
memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai
kriteria kinerja, yaitu anggaran digunakan sebagai
sistem pengendalian untuk mengukur kinerja mana-
jerial. Seiring dengan peran anggaran tersebut,
Argyris (1952) juga menyatakan bahwa kunci dari
kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran
tercapai. Penelitian ini sejalan dengan Munawar,
(2007) yang meneliti keuangan sektor publik. Hasil
penelitiannya menyatakan bahwa karakteristik tujuan
anggaran daerah, berupa: partisipasi anggaran, keje-
lasan tujuan anggaran, umpan balik, evaluasi dan
kesulitan tujuan anggaran, sebagai variabel yang ikut
mengendalikan kinerja keuangan. Dalam kesemuanya
itu yang paling penting adalah berapa besar partispasi
semua anggota dalam melibatkan diri untuk menyusun
anggaran. Dengan demikian partisipasi merupakan
faktor penentu dalam melahirkan kinerja keuangan.

Bertolak dari pemikiran yang telah dikemukakan
terdahulu, dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan
daerah ditentukan oleh banyak faktor yang saling ber-
interaksi yang tujuan akhirnya adalah pada penentuan
kinerja. faktor-faktor tersebut, seperti: faktor peran
sistem informasi keuangan, faktor angaran baik parti-
sipasi penyusunan anggaran maupun karakteristik
anggaran, serta faktor sikap dan perilaku aparat. Kon-
sep inilah yang menjadi sasaran penelitian ini untuk
diungkap, bagaimana faktor-faktor yang saling ber-
interaksi akan membentuk kinerja keuangan daerah,
yang selanjutnya menentukan efisiensi dan keman-
dirian keuangan daerah. Atas dasar itu, tujuan pene-
litian ini untuk menganalisis serta memberikan bukti
empiris, bahwa beberapa faktor penentu utama kinerja
keuangan daerah seperti sistem informasi keuangan
daerah, partisipasi anggaran, sikap dan perilaku apa-
rat. Pola penentuan ukuran kinerja terutama keuangan
sering berbeda satu dengan lainnya, sehingga tidak
mengherankan apabila penilaian dan pengukuran ki-
nerja keuangan sering hanya tertumpuh pada satu
atau beberapa indikator secara parsial, tanpa memper-
hitungkan jalinan hubungan antar indikator dalam
menentukan Kinerja.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tang-
gung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabu-
paten kota) maupun karyawan atau pegawai di daerah

yang bersangkutan. Baik tidaknya pengelolaan keuang-
an daerah akan sangat menentukan kinerja keuang-
an yang dicapai pemerintah daerah, oleh karena itu
kinerja keuangan daerah yang dicapai pemerintah
daerah menjadi tolak ukur apakah pemerintah berhasil
atau belum berhasil. Kinerja keuangan daerah secara
teoritis ditentukan oleh banyak faktor, baik secara
eksternal maupun internal dalam diri individu pimpinan
ataupun pegawai. Faktor internal diantaranya adalah
sikap dan perilaku aparat. Sedangkan faktor eksternal
yang mempengaruhi kinerja adalah diantaranya ada-
lah sistem informasi keuangan daerah dan partisipasi
penyusunan anggaran. Secara teoritis faktor-faktor
eksternal maupun internal mempengaruhi kinerja
keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama.

Secara teoritis telah banyak menyatakan bahwa
faktor-faktor seperti sistem informasi keuangan dae-
rah, partisipasi anggaran dan sikap dan perilaku aparat
terhadap Kinerja keuangan. Konsepsi ini telah didu-
kung secara empiris melalui suatu penelitian menda-
lam. Walupun demikian secara empiris pengaruh antar
variabel tersebut, tidak secara konsisten menyatakan
unsur-unsur berpengaruh positif dan signifikan. Kon-
sistensi pengaruh antar variabel tersebut, terjadi pada
beberapa pengaruh variabel, sedangkan pengaruh
variabel lainnya ada yang berpengaruh positif, ada
yang berpengaruh negatif, dan bahkan ada yang se-
cara empiris tidak signifikan pengaruhnya. Penelitian
ini mencoba meramu pengaruh unsur-unsur variabel
seperti sistem informasi keuangan daerah, partisipasi
anggaran, dan sikap dan perilaku berpengaruh terha-
dap kinerja keuangan, yang dilakukan baik secara indi-
vidu (parsial) maupun secara bersama-sama (multi-
pel). Kerangka konsep penelitian yang dibangun
dalam penelitian ini adalah sebagaimana gambar 1.

METODE
Desain Penelitian

Sesuai tujuan dan masalah penelitian ini, maka
penelitian ini bersifat ekspalatori (Explanatory research),
yakni berusaha menjelaskan hubungan antara
variabel, dari faktor-faktor: sistem informasi keuangan
daerah, partisipasi penyusunan anggaran, serta faktor
sikap dan perilaku aparat terhadap kinerja keuangan
daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena penelitian
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Gambar 1.

ini untuk mengkaji satu atau lebih variabel yang menjadi
determinan terhadap variabel lainnya, maka penelitian
ini cenderung pada penelitian eksplanatori.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah semua unsur
pimpinan untuk semua unit pelaksana yang mengelola
bagian keuangan di jajaran pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara, baik pimpinan pemerintahan provinsi
(pemprov), maupun unit-unit pelaksana teknis di
daerah, yakni: Asisten, Para Kepala Biro, Kepala
Bagian, Kepala Seksi dan Sub Seksi. Oleh karena
karakteristik populasi yang sangat variatif ini, maka
penentuan sampel penelitian ditetapkan dengan teknik
beberapa tahapan (multistage sampling). Tahap
pertama, sampel dipilih dengan teknik purposive
sampling, atau sampel bertujuan. Sampel yang dipilih
adalah pimpinan/manager, yakni top manager, middle
manager, dan lower manager sebagai penanggung
jawab dan pengelola keuangan, dengan jumlah 758
orang pimpinan. Tahap kedua, penetuan sampel
dilakukan secara proporsional berdasarkan besar
kecilnya UPTD. Berdasarkan pertimbangan-pertim-
bangan tertentu, maka unit sampel yang didapat seba-
nyak 273 orang pimpinan. Tahap Ketiga, Menentukan
sasaran responden, dilakukan dengan cara acak
(random). dari 273 sampel yang dijadikan responden
sebagai sasaran data, jumlah data yang terkumpul dan
layak dianalisis sampai kegiatan pengolahan data ini,
hanya sebesar 261 responden.

Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
atas data primer dan data sekunder. Data primer

Keuangan Daerah

diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilaku-
kan terhadap pimpinan SKPD yang ditentukan. Data
sekunder berupa data keadaan tingkat pertumbuhan
ekonomi, PDRB, pengelolaan pendapatan daerah ter-
utama dan anggaran provinsi tahunan. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan beberapa meto-
de, yakni: wawancara, kuesioner, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Model hubungan fungsional yang dihasilkan
dalam penelitian ini bersifat model persamaan ekono-
metrik yang berbasis regresi berganda (multiple reg-
ression), oleh karena itu model analisis yang diguna-
kan adalah multivariat. Uji Validitas dan Reabilitas
dilakukan untuk mengetahui keterandalan dan ke-
sahian angket sebagai alat penjaring data. Hasil uji
validitas menunjukkan bahwa dari 40 item pada empat
variabel yang diteliti terdapat 36 item yang menunjuk-
kan kevaliditasan data. Sedangkan hasil uji empat
variabel yang diteliti semua menunjukkan reliabel,
dengan demikian angket yang digunakan menjaring
data telah teruji validitas dan reliabilitas data.

Untuk pengujian kualitas data yang akan dipre-
diksi dalam model regresi, dilakukan uji asumsi klasik
yakni: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedas-
tisitas, dan autokorelasi. Hasil uji kualitas data, telah
menghasilkan bahwa dengan menggunakan residual
plott, menunjukkan bahwa data untuk variabel Y ber-
distribusi normal untuk gabungan variabel X1, X2, dan
X3. Sedangkan uji multikolinier dengan menggunakan
uji Durbin Watson -2/2, menunjukkan bahwa antar
variabel independen saling bebas atau tidak terjadi
multikolinier yang berarti. Untuk uji heteroskedastisitas
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dengan menggunakan uji Z-residual Spred menunjuk-
kan bahwa varians nilai variabel Y sama (homogen),
dengan demikian data yang diteliti terjadi homoske-
dastisitas. Dengan analisis uji asumsi yang dihasilkan
memenuhi syarat asumsi klasik, sehingga data yang
digunakan memenuhi syarat untuk model regresi
berganda yang digunakan.

Sedangkan pengujian hipotesis, dilakukan sebagai
berikut: untuk uji masing-masing koefsien regresi
dengan uji t, sedangkan uji bersama-sama dilakukan
uji F. Selanjutnya untuk mengetahui besaran pengaruh
masing-masing variabel dilakukan dengan mengguna-
kan koefisien determinan. Persamaan regresi untuk
menguji hipotesis adalah sebagai berikut:
Y=a0+a, X, +a,X,+a,X,;+¢
Di mana:
a0 = Konstanta,

a , ,= Koefisien regresi untuk X -X,; X1=Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

X2 = Partisipasi Anggaran;

X3 = Sikap dan Perilaku Aparat;

Y = Kinerja Keuangan Daerah.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional untuk masing-masing varia-
bel beserta indikator pengukurannya, dimaksudkan
untuk menjelaskan variabel konstruknya. Penelitian
ini menggunakan 3 (empat) variabel independen dan
1 (satu) variabel dependen yang semuanya merupa-
kan variabel laten yang belum terukur secara langsung
(tidak baku) atau secara ratio. Dengan demikian
pengukurannya dilakukan dengan menggunakan
indikator-indikator variabel dengan skala penilaian
yang mengacu pada skala sikap model Likert, yakni
option pilihan jawabanya antara 1-5. Variabel-variabel
tersebut didefinisikan secara operasioanl sebagai
berikut:

Implementasi Sistem Informasi Keuangan
Daerah (X))

Implementasi Sistem Informasi Keuangan Dae-
rah adalah proses pengambilan keputusan terhadap
keterlibatan aparat pemda dalam merekontruksi dan
menetapkan kembali Sistem Informasi Keuangan
Daerah yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-
masing. Indikator-indikator yang di gunakan untuk
mengukur implementasi sistem informasi keuangan

daerah adalah: 1) Implementasi desentralisasi peng-
ambilan keputusan, 2) Keterlibatan pimpinan dalam
mendesain sebuah sistem baru yang dapat diterimanya
implementasi sebuah sistem baru, 3) Tuntutan dari
masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari
lembaga sektor publik dalam pengelolaan keuangan
daerah, 4) Implementasi suatu sistem informasi ke-
uangan daerah yang dapat memenuhi harapan penge-
lolaan keuangan daerah, 5) Kemampuan adaptasi
pegawai dalam membantu diterimanya implementasi
sistem yang baru, dan 6) Perubahan lingkungan kerja
sehingga proses implementasi sistem dapat diterima.

Partisipasi Anggaran (X,)

Partisipasi anggaran, sebagai suatu proses dalam
organisasi yang melibatkan para pimpinan dalam
penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya, yang meliputi tingkat partisipasi dalam
penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi,
prioritas dan advokasi anggaran, serta kontribusi
dalam proses penyusunan anggaran secara periodik.
Indikator-indikator yang di gunakan untuk mengukur
partisipasi penyusunan anggaran sebagai berikut: 1)
Keterlibatan dalam penyusunan arah dan kebijakan
unit pelaksana kegiatan, 2) Keterlibatan dalam penen-
tuan metode dan strategi pelaksanaan, 3) Keterlibatan
dalam penentuan prioritas dan advokasi anggaran, 4)
Keterlibatan dalam penentuan tujuan dan kejelasan
sasaran anggaran yang menjadi tanggung jawabnya,
5) Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran
sampai anggaran final, dan 6) Kesungguhan berparti-
sipasi dalam proses penyusunan anggaran.

Sikap dan Perilaku Aparat (X,)

Sikap dan perilaku dalam penelitian ini adalah
cara pandang dan cara berpikir dalam bentuk integri-
tas seseorang dalam hal ini pimpinan yang tercermin
dalam perilaku dalam menghadapi situasi lingkungan
yang berhubungan dengannya, seperti: orang lain,
bawahan maupun lingkungan kerja. Dalam konteks
lain, dapat dinyatakan sebagai perilaku seorang pe-
mimpin dalam mengenali dan memahami dan mem-
bantu mereka mencapai tugas yang memuaskan.
Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur
sikap dan perilaku aparat adalah: 1) Kedisiplinan, 2)
Sikap self evaluation dalam menjalankan tugas, 3)
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Integritas terhadap tugas, 4) Konsisten dalam meme-
gang prinsip kerja, 5) Keadilan terhadap bawahan dan
rekan kerja dalam penentuan kebijakan, 6) Dorongan
untuk memperoleh penilaian yang baik, 7) Dorongan
untuk bekerjasama, 8) Dorongan untuk mengembang-
kan Kkarir, dan 9) Dorongan untuk bekerja kera dan
lebih tekun.

Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Kinerja keuangan daerah, dalam penelitian ini,
adalah: (1) kemampuan dan kewenangan untuk
menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan
menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai
penyelengaraan pemerintahan, (2) Ketergantungan
kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh
karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan
terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan
keuangan pusat dan daerah. Indikator-indikator yang
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah
berbentuk keberhasilan pengelolaan keuangan daerah,
adalah: 1) Kemampuan mengelola dan menggunakan
keuangannya sendiri (PAD) untuk membiayai
penyelengaraan pemerintahan, 2) Kemampuan me-
ngelola dan menggunakan DAU dan DAK, 3)
Kemampuan memperkecil ketergantungan bantuan.
Skala pengukuran kinerja yang digunakan mengacu
pada Idirwan (2007; 90), berdasarkan pertimbangan
masing-masing instansi dengan skala ordinal, berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

umur menunjukkan bahwa kelompok terbesar para
pimpinan SKPD Sulawesi Utara antara 46-50 tahun
sebanyak 43,68%, diikuti kelompok umum lebih 50
tahun sebanyak 26,05%, dan kelompok umur terbesar
lainnya adalah antara 41-45 tahun yakni sebesar
19,16%. Secara keseluruhan kelompok umur pimpin-
an SKPD Sulawesi Utara berada pada kelompok
umur paling produktif, yakni antara 31 s.d 50 tahun
sebesar 73,95%. Berdasarkan data ini dapat disimpul-
kan bahwa kelompok umur pimpinan SKPD Provinsi
Sulawesi Utara berada pada kategori paling produktif
sehingga dianggap memiliki kemampuan yang sangat
besar untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indi-
kator penentu kemampuan individu dalam menopang
kegiatannya. Untuk besaran responden yang adalah
pimpinan SKPD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan
tingkat pendidikan menunjukkan bahwa dari 261 Pim-
pinan SKPD Sulawesi Utara yang mengisi data ini,
yang paling terbesar adalah 81,23% memiliki tingkat
pendidikan sarjana (S1), sedangkan yang memiliki ting-
kat pendidikan magister (S2), sebanyak 18,29%. Seca-
ra keseluruhan tingkat pendidikan pimpinan SKPD
Sulawesi Utara yang dimiliki sebesar 99,62%. Jika
menggunakan aspek pendidikan sebagai indikator
kinerja pengelolaan keuangan, dapat dinyatakan
bahwa tingkat pendidikan pimpinan SKPD Sulawesi
Utara sangat tinggi, sehingga diasumsikan sangat ting-

Capaian Kriteria Penilaian Yang Digunakan
85% s/d 100% Sangat Baik Sangat berhasil
70% s/d <85% Baik Berhasil
55% s/d <70% Sedang Cukup Berhasil
55% s/d <25% Kurang baik Tidak Berhasil

<25% Sangat tidak baik Sangat Tdk Berhasil

HASIL
Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian melalui sebaran
kuesioner, diperoleh serangkaian data umum respon-
den, yang meliputi: Distribusi responden berdasarkan
kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin,
pangkat/golongan dan kelompok jabatan, lama bekerja
sebagai PNS, lama menduduki jabatan, dan frekuensi
pelatihan di bidang keuangan, data selengkapny Ilihat
lamiran. Distribusi responden berdasarkan kelompok
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gi pula kompetensinya memimpin bagian/bidang yang
dipimpinnya.

Data kelompok jenis kelamin para pimpinan
SKPD di Provinsi Sulwesi Utara, menunjukkn bahwa
persentase yang hampir berimbang antara pimpinan
SKPD laki-laki dan perempuan. Pimpinan SKPD laki-
laki berjumlah 56,32% atau sedikit lebih banyak dari
pimpinan SKPD perempuan, yang berjumlah 43,68%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pimpinan SKPD
Provinsi Sulwesi Utara masih didominasi oleh kaum
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laki-laki. Walaupun jenis kelamin pimpinan SKPD ini
jumlah laki-lakinya lebih banyak dari perempuan, tidak
berarti lebih baik pengelolaannya, karena masing-
masing jenis kelamin menunjukkan kemampuan khas
yang memiliki kelebihan masing-masing.

Klasifikasi responden berdasarkan pangkat/
golongan digambarkan bahwa responden yang adalah
pimpinan SKPD di Provinsi Sulawesi Utara yang terja-
ring sebagian besar berada pada kisaran antara
golongan 11D dan IVA, yakni sebesar 72,53%, namun
yang pimpinan SKPD yang paling banyak adalah
golongan I11D sebesar 40,34%. Golongan/ruang bagi
pegawai negeri berkaitan dengan kedudukan atau
jabatan yang diemban. Golongan 111D sampai dengan
IVA, pada umumnya memiliki kedudukan sebagai
kepala seksi (kasi) atau kepala sub bagian (kasubag)
dan kepala bagian (kabag). Data ini menunjukkan
bahwa proporsi pimpinan SKPD yang diterliti sebagian
besar adalah kepala seksi dan kepala bagian, yang
dikategorikan sebagai middle manager dan lower
manager. Karakteristik responden berdasarkan ke-
lompok jabatan memperlihatkan bahwa kepala seksi/
kepala sub bagian 52,22%, sedangkan kepala bagian
sebesar 36,91%, atau total kepala seksi/sub bagian
dan kepala bagian sebesar 89,13%. Apabila data ter-
sebut dihubungankan dengan pangkat/golongan ruang
pimpinan SKPD di Sulawesi Utara, 89,13% yang
menduduki kepala seksi dan kepala bagian secara
proporsi hampir sama dengan jumlah pegawai yang
memiliki pangkat/golongan I11B s.d. VA yakni sebesar
88,41%.

Karakteristik responden berdasarkan lama be-
kerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), menunjukan
bahwa sebagian besar pimpinan SKPD di Sulawesi

Utara, telah lama bekerja sebagai PNS, yakni lebih
dari 10 tahun. Lama bekerja yang paling besar antara
16-20 tahun yakni sebesar 51,93%, disusul antara 6
—10 tahun sebesar 24,89%. Kondisi ini menunjukkan
bahwa pimpinan SKPD di Sulawesi Utara diasum-
sikan memiliki kemampuan menanggulangi masalah
dalam mengelola keuangan, karena memiliki penga-
laman kerja yang tinggi.

Gambaran lama menduduki jabatan pimpinan
SKPD Provinsi Sulawesi Utara, memperlihatkan bah-
wa pimpinan SKPD di Sulawesi Utara rata-rata belum
lama menduduki jabatan, namun demikian untuk
kategori menduduki jabatan bagi PNS, rata-rata lama
menduduki jabatan ini masih tergolong memenuhi
syarat untuk menentukan kinerja mereka, karena
jabatan yang biasa diemban pimpinan pada PNS
paling lama 5 tahun, jadi lama menduduki jabatan yang
paling banyak bagi pimpinan SKPD berada pada
kisaran antara 1-3 tahun, dianggap telah memenuhi
syarat menentukan kinerja. Sedangkan kondisi karak-
teristik pimpinan SKPD di provinsi Sulawesi Utara
yang menjadi responden penelitian ini, menurut fre-
kuensi banyak pelatihan bidang keuangan memperli-
hatkan bahwa frekuensi jumlah pelatihan bidang
keuangan yang diikuti pimpinan SKPD, sangat berva-
riasi, antara 1-5 kali, yakni sebesar 88,84%, namun
demikian masih ada juga pimpinan yang belum pernah
mengikuti pelatihan berkaitan dengan pengelolaan
keuangan, yakni sebesar 7,72%. Perbedaan jumlah
frekuensi mengikuti pelatihan ini disebabkan karena
perbedaan lamanya menduduki jabatan.

Dengan menggunakan analisis regresi berganda,
diperoleh hasil penelitian pengaruh langsung berikut:

Tabel 2. Koefisien Estimasi dan Uji Signifikansi Hubungan Antar Variabel

Koef

t-

Jenis Pengaruh
J Regresi SE hitung Prob Ket
1 2 3 4 5 6

Kinerja
Keuangan <--- SIKD (X1) 0,122 0,068 1,808 0,071 Tidak
Daerah (Y) Signifikan

Kinerja L
Keuané]an Ar?argsa:rﬁ)a(s)l(Z) 0,439 0068 6487 0,000
Daerah (Y) 99 Signifikan

Kinerja . .
Keuangan  <--- S"‘Zp gf‘;t E’f(g;ak” 0129 009 -1,335 0,182  Tidak
Daerah (Y) P Signifikan
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Jika digambarkan dalam bentuk hubungan antar
variabel tersebut, hasil penelitian dapat dilihat pada
gambar berikut.

PEMBAHASAN

Setelah melalui proses pengujian statistis baik uji
data, uji asumsi, maupun uji hipotesis, maka dari tabel

X1 0,122*
0,439**

X2

X3 -0,129*

Gambar 2. Kerangka Konseptual Model Pengaruh Antar Variabel

Keterangan:

*) **) = signifikan pada a=5% dan a=5%; X =Sistem Informasi Keuangan Daerah; X, = Partisipasi Anggaran; X = Sikap dan

Perilaku Aparat; Y=Kinerja Keuangan Daerah

Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas
yang diperoleh sebesar 0,071, lebih besar dari 5%
(0,071 > 0,05), sedangkan koefisien regresi sebesar
0,122. Ini menunjukkan bahwa sistem informasi ke-
uangan daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan daerah. Sehingga hipotesis
pertama ditolak.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai
probabilitas yang diperoleh sebesar 0,000, lebih kecil
dari 5% (0,000 < 0,05), sedangkan koefisien regresi
sebesar 0,439. Ini menunjukkan bahwa partisipasi
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan daerah. Sehingga hipotesis kedua
diterima.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai
probabilitas yang diperoleh sebesar 0,182, lebih besar
dari 5% (0,182 > 0,05), sedangkan koefisien regresi
sebesar -0,129. Ini menunjukkan bahwa sikap dan
perilaku aparat berpengaruh negatif dan tidak signifi-
kan terhadap kinerja keuangan daerah. Sehingga
hipotesis ketiga ditolak.

tersebut ditemukan hasil secara parsial bahwa sistem
informasi keuangan daerah, demikian juga partisipasi
anggaran mempunyai pengaruh yang positif namun
dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
Sedangkan sikap dan perilaku aparat mempunyai
pengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap
kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah
terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 9, ditemu-
kan hasil bahwa pengaruh sistem informasi keuangan
daerah terhadap kinerja keuangan daerah, menunjuk-
kan pengaruh ke arah yang positif namun tidak signi-
fikan secara langsung. Hasil penelitian ini menunjuk-
kan bahwa sistem informasi keuangan daerah tidak
kuat memberi peran langsung terhadap kinerja keuang-
an daerah pada SKPD di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian tentang sistem informasi keuangan
daerah, berkaitan dengan sistem informasi keuangan,
sistem akuntansi yang diterapkan, sistem informasi
penganggaran, sistem pelaporan keuangan daerah,
serta sistem informasi yang berkaitan keuangan lain-
nya. Penelitian tentang sistem informasi keuangan
telah diteliti oleh Kren (1992). Kren meneliti sistem
informasi yang berkaitan dengan informasi pembuatan
anggaran, dalam penelitiannya tentang job relevant
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information (JRI), memahami JRI sebagai informasi
yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhu-
bungan dengan tugas. Baiman (1982) dalam Yusfaningrum
(2005) menambahkan bahwa JR1 membantu bawah-
an/pelaksana anggaran dalam meningkatkan pilihan
tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil
dengan baik. Kondisi ini memberikan pemahaman
yang lebih baik pada bawahan mengenai alternatif
keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam
mencapai tujuan, yang selanjutnya akan mempenga-
ruhi kinerja. Selanjutnya Campbell dan Gingrich, (1986)
dalam Leslie Kren, (1992) menyatakan bahwa JRI
dapat meningkatkan kinerja karena memberikan
prediksi yang lebih akurat mengenai kondisi lingkungan
yang memungkinkan dilakukannya pemilihan
serangkaian tindakan yang lebih efektif.

Hasil penelitian di atas mendukung hasil penelitian
ini bahwa sistem informasi keuangan daerah berpe-
ngaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah,
namun pengaruhnya tidak signifikan, artinya sistem
informasi keuangan daerah tidak konsisten menentu-
kan kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini mem-
beri arti bahwa walaupun sistem informasi keuangan
daerah sangat lengkap dan benar, tidak terlalu mempe-
ngaruhi kinerja keuangan daerah. Hal ini didukung
kondisi di lapangan, bahwa tidak ikut berperan dalam
menentukan kinerja secara langsung dalam bekerja
bukan sistem yang sifatnya pasif. Kondisi di lapangan
menunjukkan bahwa yang menentukan kinerja
keuangan daerah adalah para pimpinan SKPD, yang
sifatnya aktif, yang melakukan kegiatan kerja menuju
pada kinerja yang tinggi. Sementara itu sistem infor-
masi keuangan sifatnya pasif, karena dia hanya ber-
fungsi memberikan arahan pasif tentang sistem kerja
keuangan daerah yang akan dilakukan. Sistem infor-
masi keuangan hanya sebagai alat kontrol untuk
menentukan kinerja, bukan sebagai penentu kinerja.
Hal ini sejalan dengan pandangan Halim (2007; 112)
yang menyatakan bahwa peran informasi akuntansi
sangat penting untuk menyediakan informasi kuanti-
tatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas
ekonomi sebagai input yang dipertimbangkan dalam
mengambil keputusan ekonomi yang rasional bagi
pihak-pihak yang membutuhkan, terutama bagi pihak
satuan kerja pemerintahan dalam menentukan ukuran
kinerja yang rasional dan terukur. Untuk itu peme-
rintah telah mengeluarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) sebagai peraturan yang berisi
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam me-
nyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
SAP inilah yang menentukan pengelolaan keuangan
yang dapat dijadikan dasar penentuan kinerja keuang-
an daerah. Atas pandangan dan hasil penelitian di atas
dapat dinyatakan bahwa yang menentukan Kinerja
bukanlah sistem, akan tetapi orang yang melakukan
sistem itu. Kondisi inilah yang memperkuat hasil pene-
litian ini yang menghasilkan kesimpulan bahwa sistem
informasi keuangan daerah tidak kuat menentukan
kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap
Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 9, ditemu-
kan hasil bahwa pengaruh partisipasi anggaran terha-
dap kinerja keuangan daerah, menunjukkan pengaruh
ke arah yang positif dan signifikan secara langsung.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi
anggaran sangat kuat memberi peran langsung ter-
hadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di Pro-
vinsi Sulawesi Utara.

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi
dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja
manajerial merupakan penelitian yang masih banyak
diperdebatkan. Beberapa penelitian mengenai hubung-
an antara partisipasi penyusunan anggaran dengan
kinerja manajerial menunjukkan hasil yang tidak
konsisten. Brownell (1982); serta Indriantoro (1993)
menemukan hubungan positif dan signifikan antara
partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja mana-
jerial. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan
Milani (1975); Brownell dan Hirst (1986) dalam
Sukardi (2002), di mana mereka menemukan hasil
yang tidak signifikan antara partisipasi penyusunan
anggaran dengan kinerja manajerial, hal ini terjadi ka-
rena hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan
kinerja manajerial tergantung pada faktor-faktor situa-
sional atau lebih dikenal dengan istilah variabel kon-
tingensi (Contingency Variable), seperti sistem orga-
nisasi, kepuasan kerja dan komitmen organisasional.

Temuan penelitian terdahulu yang mendukung
hasil penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh Frucot
dan Shearon (1991), serta Indriantoro dan Supomo
(1999), yang menemukan pengaruh positif dan
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signifikan efektivitas partisipasi dalam penyusunan
anggaran terhadap peningkatan kinerja manajerial.
Hasil penelitian ini juga di dukung oleh hasil penelitian
lain yakni Mustikawati (1999) yang menunjukkan
bahwa interaksi partisipasi dalam penyusunan anggaran
dengan budaya paternalistik mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap peningkatan kinerja manaje-
rial. Sedangkan penelitian Indriantoro (1993) juga
menunjukkan hal yang sama, bahwa interaksi antara
anggaran partisipatif dan budaya organisasional memi-
liki pangaruh yang signifikan terhadap kinerja manaje-
rial. Sementara hasil penelitian yang sama walaupun
berbeda sasaran penelitian, seperti dilakukan
Brownell (1982) yang melakukan studi lapangan
terhadap 48 manajer pusat biaya level menengah yang
bekerja pada perusahaan manufaktur di San Fransisco
Amerika Serikat. Hasil dari penelitian tersebut adalah
menemukan hubungan positif dan signifikan antara
partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial.
Penelitian yang berkaitan dengan sektor publik
yang sangat sesuai dengan hasil penelitian ini, seperti
yang diteliti Sardjito dan Muthaher (2008). Penelitian
ini cenderung sama dengan maksud penelitian ini yang
mengarahkan penelitian pada kinerja pemerintah dae-
rah namun lebih dikhususkan pada kinerja keuangan
daerah. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian
Yahya (2008) yang meneliti sektor publik yang
menyatakan bahwa budgetary participation and
performance, organizational commitment and per-
ception of innovation in the public sector berpe-
ngaruh positif. Penelitian ini sejalan dengan Munawar,
(2007) yang meneliti keuangan sektor publik. Hasil
penelitiannya menyatakan bahwa karakteristik tujuan
anggaran daerah, berupa: partisipasi anggaran, keje-
lasan tujuan anggaran, umpan balik, evaluasi dan kesu-
litan tujuan anggaran, sebagai variabel yang ikut
mengendalikan kinerja keuangan. Dalam kesemuanya
itu yang paling penting adalah berapa besar partispasi
semua anggota dalam melibatkan diri untuk menyusun
anggaran. Dengan demikian partisipasi merupakan
faktor penentu dalam melahirkan kinerja keuangan.
Hasil temuan ini memperkuat kondisi di lapangan
yang memperlihatkan bahwa para pimpinan SKPD,
terutama yang terlibat berpartisipasi dalam penyusun-
an anggaran sangat merasa bahwa karena ini adalah
menyangkut nama baik mereka (para pimpinan), se-
hingga mereka bekerja keras untuk menghasilkan

kinerja yang tinggi. Menurut mereka apapun yang
mereka lakukan untuk nama baik mereka.

Pengaruh Sikap dan Perilaku Aparat terhadap
Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 9, ditemu-
kan hasil bahwa pengaruh sikap dan perilaku aparat
terhadap kinerja keuangan daerah, menunjukkan pe-
ngaruh yang negatif walaupun tidak signifikan secara
langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
sikap dan perilaku aparat tidak kuat memberi peran
langsung terhadap kinerja keuangan daerah pada
SKPD di Provinsi Sulawesi Utara.

Secara teoritis dinyatakan bahwa proses pem-
berdayaan karyawan antara lain pelatihan, pemberian
kepercayaan, keterlibatan dalam perencaan, pengam-
bilan keputusan serta pengakuan merupakan salah
satu syarat untuk mencapai kinerja (Evered & Salman,
1990 dalam Walker, 1994). Artinya kinerja karyawan
maupun organisasional ditentukan oleh faktor sikap
dan perilaku pemimpin. Hal ini diperkuat pandangan
Mahmudi (2007:27), yang menyatakan bahwa kinerja
berbasis perilaku tidak semata-mata berfokus pada
faktor pegawai, namun berkonsentrasi pada perilaku
atau proses yang dilakukan seseorang dalam melaku-
kan kerja. Temuan-temuan ini juga didukung Hopwood,
(1992), yang menyatakan bahwa suatu keberhasilan
implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada
penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian
menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu mau-
pun pimpinan pengguna sistem sangat menentukan
kesuksesan implementasi menuju kinerja yang tinggi.

Pandangan di atas berbeda dengan temuan hasil
penelitian ini, yang memberikan rekomendasi bahwa
sikap dan perilaku aparat tidak konsisten mendukung
peningkatan kinerja keuangan daerah. Hal ini didukung
kondisi di lapangan yang memperlihatkan bahwa sikap
dan perilaku aparat yang ditunjukkan tidak mendukung
terjadinya peningkatan kinerja keuangan daerah, hal
ini dimungkinkan terjadi karena sikap dan perilaku
aparat yang kurang konsisten dalam menetapkan
orang-orang yang duduk sesuai dengan kemampuan
dan kapasitas/kondisi pegawai. Sikap dan perilaku ini
sangat menentukan kondisi bawahan untuk bekerja.
Jika sikap dan perilaku ini kurang baik maka akan
berdampak pada kinerja yang kurang baik pula. Kon-
disi inilah yang mungkin menjadi penyebab sehingga

382 JURNALAPLIKASIMANAJEMEN |VOLUME 12| NOMOR 3|SEPTEMBER 2014



Pengaruh Sistem Informasi Keuangan, Partisipasi Anggaran serta Sikap Perilaku Aparat

kinerja keuangan daerah tidak ditentukan secara
signifikan oleh sikap dan perilaku aparat.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa dalam peng-
implementasian sistem yang berlaku, perlu dipertim-
bangkan faktor-faktor perilaku seperti komitmen dari
sumber daya yang terlibat, dukungan manajemen
puncak, kejelasan tujuan dan pelatihan. Oleh karena
itu Chenhall (2003) menyarankan untuk melakukan
pengkajian yang cermat di bidang perilaku dalam
bentuk implementasi strategi-strategi inovatif lainnya
seperti perlakuan unsur-unsur pengelolaan sektor
publik.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil
penelitian yang dikemukakan sebelumnya, beberapa
kesimpulan dapat dikemukakan, sebagai berikut: (1)
Sistem informasi keuangan daerah oleh pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara telah dapat diterima walau-
pun belum secara jelas. Oleh karena itu sistem infor-
masi keuangan daerah secara langsung dapat mening-
katkan kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi
Utara, namun peningkatan kinerja keuangan tidak
bermakna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
sistem informasi keuangan daerah tidak kuat memberi
peran langsung terhadap kinerja keuangan daerah pa-
da SKPD di Provinsi Sulawesi Utara. (2) Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara melalui pimpinan SKPD telah
ikut berpartisipasi terhadap penyusunan anggaran daerah,
sehinngga peningkatan partisipasi penyusunan ang-
garan secara langsung dapat meningkatkan kinerja
keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. (3) Pe-
ningkatan sikap dan perilaku aparat ke arah negatif
secara langsung justru akan akan menurunkan Kinerja
keuangan daerah pemerintah di Provinsi Sulawesi
Utara, namun penurunan kinerja keuangan pemerin-
tah tidak bermakna. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa sikap dan perilaku aparat ke arah negatif mem-
beri peran langsung ke arah penurunan kinerja keuang-
an daerah walaupun belum bermakna, karena masih
banyak sikap dan perilaku aparat yang positif.

Saran

Beberapa saran sebagai berikut. Belum optimal-
nya pengelolaan keuangan daerah yang diukur dari

kinerja keuangan daerah yang belum maksimal pada
SKPD di Provinsi Sulawesi Utara memberi indikasi
perlunya sikap kepemimpinan pemerintah daerah
untuk ditingkatkan, terutama berkaitan dengan penge-
lolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, serta
kekurangpahaman tentang sistem informasi keuangan
daerah berakibat penerapan pengelolaan keuangan
daerah sering tidak tepat dan kurang bermakna. Oleh
karena itu perlu peningkatan kemampuan SDM pe-
nentu kebijakan dalam memahami sistem pengelolaan
keuangan daerah yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini telah ditemukan bahwa ada
aparat yang bersikap dan perilaku aparat ke arah ne-
gatif, yakni berkaitan dengan kurang terhadap:
kedisiplinan, sikap self evaluation dalam menjalankan
tugas, integritas terhadap tugas, konsisten dalam me-
megang prinsip kerja, dan keadilan terhadap bawahan
dan rekan kerja dalam penentuan kebijakan. Di sam-
ping itu kurang memiliki: dorongan untuk memperoleh
penilaian yang baik, dorongan untuk bekerjasama,
dorongan untuk mengembangkan karir, serta dorongan
untuk bekerja kera dan lebih tekun. Oleh karena unsur-
unsur masih kurang dimiliki dan diterapkan pimpinan
SKPD, diperlukan peningkatan ke arah positif, se-
hingga dapat memberi makna yang lebih berarti ter-
hadap peningkatan kinerja keuangan daerah di
Provinsi Sulawesi Utara.

Telah dikemukakansebelumnya bahwa penelitian
memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu disa-
rankan untuk penelitian selanjutnya, dapat menjadi
bahan referensi bagi penelitian ini untuk di dalami
penelitian selanjutnya, terutama dengan mempertim-
bangkan faktor-faktor keterbatasan penelitian ini.
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